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BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

NOMOR  6 TAHUN  2014  

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2004 

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANDUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG, 

  

Menimbang : a. bahwa Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Bandung telah diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD 



 
 

3 

Kabupaten Bandung sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah 8 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Bandung; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan 

ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD, ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu ditinjau 

kembali dan disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD Kabupaten Bandung. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan Mengubah Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4844); 

 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
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Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5043); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2004 Nomor 36 Seri D) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 6); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan 

Informasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah  Kabupaten Bandung 

Tahun 2013 Nomor 12). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG 

 

dan 

 

BUPATI BANDUNG 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2004 

TENTANG KEDUDUKAN 

PROTOKOLER DAN KEUANGAN 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

KABUPATEN BANDUNG. 
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Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 36 Seri D), yang 

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah: 

a. Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2006 Nomor 1); 

b. Nomor 6 Tahun 2007  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 6)  

 

sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: 

 

Bagian Ketiga 

Uang Jasa Pengabdian 

 

Pasal 24 

 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia 

atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang 

pengabdian. 
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(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa 

bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan 

ketentuan: 

a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 

1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa 

pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi; 

b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, 

diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan 

uang representasi; 

c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, 

diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan 

uang representasi; 

d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, 

diberikan uang jasa pengabdian  3 (tiga) bulan 

uang representasi; 

e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, 

diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan 

uang representasi; 

f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, 

diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan 

uang representasi. 

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal 

dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya. 
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(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah 

yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara 

hormat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal  II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung. 

 

 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 20 Januari 2014 

 

 BUPATI BANDUNG, 

  

 ttd 

  

 DADANG M. NASER 
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Diundangkan di Soreang 

pada tanggal 20 Januari 2014 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

ttd  

  

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 

2014 NOMOR 6 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI 

Pembina 

NIP.19740717 199803 1 003 

 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, 

PROVINSI JAWA BARAT: (07/2014) 


